
s. Peraturan . 

4. 

3. 

2. 

1. 

bahwa untuk maksud tersebut di atas pertu ditetapkan 
dengan Peraturan Wallkota. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
p mbentukan Oaerah-daerah Kota Kecll dalam Lingkungan 
P~opinsl Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan - , 
ketentuan Pokok Kearslpan; 

d Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Undang-Un ang na telah diubah dengan Undang-Undang 
Daerah sebaga~m~ 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Nomor 8 Ta u ti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
Pemerlntah Penggan n Atas Undang-Undang Nomor 32 
2005 tentang Peruba~a merlntah oaerah menjadi Undang­ 
Tahun 2004 tentang e 
Undang; 

Magelang Nomor 4 Tahun 2003 
Peraturan oaerah Kota I asl dan Tata Kerja Sekretariat 
tentang susunan Orga0n 5 wan Perwakllan Rakyat Daerah; 

h dan Sekretarlat e oaera 

c. 

bahwa kode komponen dalam hal Lembaga Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang 
berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan adanya 
Penataan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan 
Pemerlntahan dan Pembangunan; 

b. 

a. bahwa untuk menunjang terselenggaranya Pemerintahan 
dan Pembangunan secara seragam, pertu adanya 
penyempurnaan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah 
Kota Magelang; 

WAUKOTA MAGELANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

T!NTANG 
TATA K!ARSIPAN P!M!RINTAH kOTA MAGILANG 

P!RATURAN WALIKOTA MAG!LANG 
NOMOR I lo TAHUN 2001 

WALIKOJA MAGILANg 

Menglngat 

Menimbang 
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g, 

f. 

e. 
d. 
c. 

b. 

Arsip adalah naskah -naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh Lembaga - 
lembaga Negara / Instansi - instansi serta Badan - badan Pemerintah dan swasta 
I perorangan, dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun 
berkelompok mengenai kehidupan, kebangsaan dan dalam penyelenggaraan / 
pelaksanaan kegiatan Pemerintah; 
Arsip dinamis adalah arsip yang masih dipergunakan dalam penyelenggaraan dan 
pelaksanaan tugas; 
Arsip Aktif adalah arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam 
Pelasanaan tugas; . . 
Arsip In Aktif adalah arsip yang tidak lagr drpergunakan secara langsung dalam 
Pelaksanaan tugas · 
Arslp Statis adalah arsip yang tidak lagl dipergunakan dalam pelaksanaan tugas 
dan disimpan di Arslp Nasional; . r 
Kearslpan adalah proses penyelenggaraan arsip .yang me rputi penerimaan, 
Peng I penempatan pemelrharaan, pengamanan dan e ompokan, pencataan, ' 
PKenemuan kembali naskah - naskah; 

1 
k aan kearsipan dengan menggunakan 

artu Kendall adalah suatu cara pea san . 
kartu . b · rana pencatatan, h. Kl . Yang berfunqsl se aga1 sa taan arslp berdasarkan nomor; 

I. asrfikasi Nomor adalah suatu cara pena sip 
ladwa1 Retensl Arsip adalah daftar tentang umur ar · 

a. 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 
KETENTUAN UMUM 

BABI 

PERATURAN WAUKOTA MAGELANG TENTANG TATA KEARSJPAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

2. 
~e~~~u9s~:t~~ntcrl Dalam Negerl Nomor 30 Tahun 1979 

earslpan Departemen Dalam Neger1; 

Keputusan Gubernur Jawa Tennah Nomor 73 Tahun 
2004 tentang p d • Li k e oman Pola Klasffilcasl DI 

ng ungan Pemerintah Proplnsl Jawa Tengah. 

1. Memperhatikan 

Peraturen Da rah Kota M 
tcntang s ag Ieng Nomor 7 Tahun 2003 
K u unan Organlsa I dan Tata Kerja P m rlntah 

ecametan dan P merlntah K Iuranan. e e 

7. 

P rot111on na h 
t ntong u ra Kotn Mngf'l&ng Nomor 5 Tahun 2003 

unon Organl n I oan T&tn K rJa Olnat Oaerah; 
P r eluren Do rnh 
lcnteng Kotn Meg lltng Nomor 6 Tahun 2003 
T knl 0 .. u unen Organ! a I dan Tata Kerja Lembaga 

a rah; 

6. 



3 

rahasta bagi plhak yang tldak 
(1) dokumen berstfat 

Arsip Dinamls merupakan 
berkepentingan. 

pergunakan Kartu Kendall sebagai 
(1) Tata Kearslpan dilaksanakan de~gan bme~ sarana penataan arslp, dan Jadwal 

sarana pengendalian perklaslfikas1, se I aga1 
Retensi sebagai sarana penyusutan ars p. P 

I 
t h K t 

tata kearsipan emer n a o a 
(" I nggaraan t I P turan ·1 · ,) Ketentuan - ketentuan penve e at (l) dlatur dalam Lamp ran era ru. 

Magelang sepertl dtmaksud pada ay 
pasa17 

BAB IV 

PENYELENGGARAAN TATA KEARSIPAN 

Pasal6 

· · an tata kearsipan dalam lingkungan Pemerintah Kata 
Satuan orqanrsast penyelenggar~ k t t haan pada perangkat daerah sesuai 
Magelang ialah unit - unit kears1p~n atau e a ausa 
dengan susunan organisasi yang d1tetapkan. 

PasalS 

BAB 111 

ORGANISASI KEARSIPAN 

Komponen - komponen pemerintah Kata Magelang, termasuk seluruh perangkat 
daerah di lingkungan Pemerintah Kata Magelang yang melaksanakan kegiatan - 
kegiatan teknis kearsipan, mencakup pencatatan, pengendalian, penyimpanan, 
penyerahan, pemindahan, penyusutan, pemusnahan, dan pemeliharaan. 

Pasal4 

(2) 

Organlsasi Wallkota Magelang menetapkan pengaturan tentang 
Penyelenggaraan, Pola Klaslfikasl Kearslpan dan Penyusutan Arslp; 

Walikota Magelang menyelenggarakan pemblnaan kearslpan meliputi 
penyempurnaan dan pengembangan slstem, pemblnaan tenaga, standarisasi 
peralatan dan pengawasan pelaksanaan kearslpan. 

(1) 

BAB n 
KEBllAKSANAAN Kl!ARSIPAN 

Paaa12 
AZas 1<.earstpan Pemerlntah Kata Magelang menganut 21z21s Sentrallsasl dalam 
kebija1<.s21naan dan Desentrallsast dalam pelaksanaan. 

Paaal3 
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BAB VI 

KETENTUAN LAIN - LAIN 

Pasal 12 
S
emua organlsasl perangkat daerah berpedoman 

Pelaksanaan Tata Kearslpan pada 
Pada Peraturan lnl. 

Pemerlntah Kata Magelang sepertl tertera dalam 
Pola Klaslflkasl Kearslpan 
Lamplran II Peraturan lnl. 

(2) 

Pasal11 
p erlntah Kota Magelang dlsusun berdasarkan klasifikasi 

Klaslflkasl Kearslpan em 1 1 perangkat daerah dalam Lingkungan 
masalah bldang tugas semua organ sas 
Pemerlntah Kota Magelang. 

(1) 

POLA KLASIFIKASI 

BABY 

Walikota Magelang melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan tata kearslpan di semua satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah 
Kota Magelang. 

Pasal 10 

Ruangan dan perlengkapan yang memadal perlu dlsediakan agar penyelenggaraan tata 
kearslpan dapat dllaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

Pasal9 

Wallkota Magelang menyelenggarakan, mengatur dan mengawasl pendldlkan tenaga 
kearslpan serta melakukan usaha - usaha khusus untuk menjamln kesehatan dan 
memberlkan perangsang terhadap tenaga kearslpan sesual dengan fungsl serta tugas 
di llngkungannya. 

Pa•al8 

Penyusutan Arslp yang mellputl pemlndahan, penyerahan, dan pemusnahan 
dlatur sendlrl. 

(S) 

(3) Pejabel dan etau potugas mongamenkan arslp yeng dlpcrcayakan kepadanya, 
menurut kotcntuan yang borlaku. 

(4) Arslp yang dlanggap statls dlsorahkan kopada Arslp Nasional sesual dengan 
kctcntuan yang bcrlaku. 

p nylmpanan arslp sobagalmane dlmaksud pada ayat ( 1) dapat dllakukan 
dcngan pcrsotujuan Plmplmm Komponon etau Plmplnan Pcrangkat Daerah dan 
Wellkota Magcleng. 

(2) 
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na Utama Muda 
NI . 010 072 030 

Kepala Sadan Pengawasan 

lEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG 
TAHUN 2006 NOMOR 16 
Seri E No. 12 

SMONO MM 

Diundangkan di Magelang 
pada tanggal 22 Juni 2006. 

H, FAHRIYANTO 

Ditetapkan di Magelang 
pada tanggal tl.\ JU<H ~006 

WALIKOTA MAGELANG 

peraturan inl mulai berlaku pada tanggal dlundangkan. 

Agar supaya setiap orang mengetahulnya, memerlntahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. 

Pasal 13 
oengan berlakunya Peraturan lnl, maka Keputusan Wallkota Nomor 8 Tahun 2004 
tentang Tata Kearslpan Pemerlntah Kota Magelang dlnyatakan tldak berlaku lagi. 

Pasal 14 

BAB VII 

PENUTUP 



.. 
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1. Naskah dinas masuk adalah semua naskah dinas yang di terima dari instansi lain 
baik lewat pos maupun kurir I caraka; 

2. Pengurutan naskah dinas masuk menganut k~bkija~anaan satu pintu, dimana 
naskah dinas instansi lain diterima oleh satu unit erja; 

3. Prosedur pengurusan naskah dinas masuk adalah sebagai berikut : 

a. Penerima mampunyai tugas : 

. k h dtnas yang disampaikan baik oleh pengantar, pos atau 1) Menenma nas a 
telkom maupun oleh caraka atau pe~orangan. 

2) Meneliti kebenaran alamat nas~ah din~s tersebut. 
3) Menumbuhkan par~f pada bukt1 penenmaan 
4) Mensort~r naskah dmas~ men eluarkan naskah dinas dari sampul. 
5) Membenkan sampul da . Im i!dak tercantum dalam naskah dinas, sampul 
6) Dalam hal alamat pemgm skah dinasnya. 

dlikutsertakan bersama nairan naskah dinas 
7) Meneliti kelengkapan la~p as kepada pengarah 
8) Menyampa~kan nas~a~ ~:~as tertutup kepada pencatat 
9) Menyampa1kan nas a 

b. Pengarah mempunyal tugas : 
dan menentukan naskah dlnas penting atau 

1) Membaca naskah dinas 
naskah dinas blasa 

II. PENGURUSAN NASKAH DINAS MASUK 

4. Kartu Kendali adalah lembar isian untuk pencatatan penyampaian, penemuan 
kembali dan sekaligus sebagai alat penyerahan arsip, dibedakan antara kartu 
kendali surat - surat masuk dan kartu kendali surat-surat keluar, terdiri dari 3 
( tiga ) rangkap dengan warna putih, kuning, merah. 

3. Naskah dinas biasa adalah naskah dinas yang isinya tidak mengikat dan tidak 
menimbulkan adanya tindak lanjut; 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. File adalah berkas yang merupakan suatu kesatuan arsip yang mengandung 
masalah tertentu dan disusun berdasarkan pola klasifikasi; 

2. Na~kah dinas pen_ting adalah naskah yang isinya mengikat, memerlukan tindak 
lanjut, memuat inforrnasi penting mengandung konsepsi kebijaksanaan dan 
mempunyai nilai arsip: 

I. KETENTUAN UMUM 

PENYELENGGARAAN TATA KEARSIPAN 
PEMERINTAH KOTA MAGELANG 

: PERATURAN WAUKOTA MAGELANG 
NOMOR : I ~ "¢11UN aooe 
TANGGAL : ~ I .Ju() I :Z.OOG 

LAMPIRAN I 
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111. PENGURUTAN NASKAH DINAS KELUAR 
mua naskah dlnas yang akan diklrlm kepada 

1. Naskah dinas keluar adalah ~~un kurir / caraka; 
instansi lain baik lewat pos ma 

e. Tata Usaha Pengolah mempunyai tugas : 

1) Menerima naskah dinas dan kartu kendali ke- 2 dan ke- 3 (kuning dan 
merah) dari pengendali. . . 

2) Membubuhi paraf pada kartu kend_ali ~embar ke- 2 (kunlnq) sebaqal tanda 
bukti bahwa naskah dinas sudah d1tenma. . . 

lik k rtu kendali lembar ke- 2 (kunmg) kepada pengendah. 
3) Meng~mba I kanrt a k ndali lembar ke- 3 (merah) dalam almari katalog 
4) Meny1mpan a u e 

berdasarka~ urutan ~~~~:::~ang dlterlma dari unit kearslpan kepada 
5) Menyampa1kan ~as . an disertai lembar dlsposlsi. 

pengolah untuk d,sedl~saik bl~sa beserta 2 (dua) lembar pengantar darl 
6) Menerima naskah mas 

pengendali. d I mbar pengantar sebagal tanda bahwa naskah 
7) Membubuhkan paraf pa a e 

dinas sudah diterlma. ) I mbar pengantar kepada pengendall. 
8) Mengembalikan 1 (satu e 

2) Mencatat naskah dinas biasa dan naskah dlnas tertutup dalam lembar 
pengantar. 

3) Menyampaikan naskah dinas penting beserta 3 (tiga) lembar kartu kendali 
kepada pengendali. 

4) Menyampaikan naskah dinas biasa dan tertutup beserta 2 (dua} lembar 
pengantar kepada pengendali. 

d. Pengendali mempunyai tugas : 

1) Menerima naskah dinas penting beserta 3 (tiga) lembar kartu kendali dan 
naskah dinas serta tertutup beserta 2 (dua) lembar pengantar dari 
pencatat. 

2) Meneliti kebenaran nomor kode dan pengisian kartu kendali serta meneliti 
kelengkapan lampiran. 

3) Menyampaikan naskah dinas beserta kartu kendali lembar ke- 2 dan ke- 3 
bewarna kuning dan merah kepada tata usaha pengolah. 

4) Menyampaikan naskah dinas biasa dan tertutup beserta 2 (dua) lembar 
pengantar kepada unit pengolah 

5) Menyusun kartu kendali lembar ke- 1 (putih) dalam almari katalog 
berdasarkan urutan nomor kode. Dalam susunan kode, kartu kendali 
disusun berdasarkan urutan abjad dan index. 

c. 

1) Mencatat naskah dlna ti masuk terdlrl d 1 3 ( 5 pen ng dalam kartu kendall. Kartu kendali surat 
ar tlga) rangkap warna putlh, kunlng dan merah. 

a· Kartu kendall warna putlh untuk pengendallan sebagal alat kontrol · 
b. Kartu kendall warna kunlng sebagal arslp penggantl, selama na~kah 

din as bersangkutan maslh berada di flle pengolah · 
Kartu kendall warna merah untuk Tata Usaha Pengolah. 

2) Mencantumkan dlsposl I 3) Menentukan lndek d 5 pengarahan pada baglan kanan atas naskah dlnas 
4) Menyampalkan nast~ kdode klaslflkasl pada naskah dlnas pentlng 

a lnas pentlng atau blasa kepada pencatat. 

c. Pencatat mempunyal tugas : 
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~ 
H, FAHRIYANTO 

WALIKOTA MAGELANG 

e. Pengirim mempunyai tugas : 

l} Mengirim surat kepada Alamat; 
2) Menyampaikan Arsip kepada Pengolah. 

d. Penyimpanan mempunyai tugas menyimpan kartu kendall berwarna kuning 
menurut urutan nomor kode pengolah sebagai arsip pengganti selama naskah 
dinas tersebut masih berada di file pengolah. 

c. Pengendali mempunyai tugas : 

1) Memberikan nomor urut pada kartu kendali. 
2) Menyimpan kartu kendali berwarna putih menurut urutan nomor kode. 
3) Menyampaikan kartu kendali berwarna kuning kepada penyimpan. 
4) Mengembalikan surat yang diterima dari pengirim kepada tata usaha 

pengolah. 

a. Kartu kendali. warna putlh untuk pengendalian sebagai alat kontrol; 
b. K_artu kendall warna kunlng sebagal arslp pengganti, selama naskah 

dtnas bersangkutan maslh berada di file pengolah · 
c. Kartu kendali warna merah untuk Tata Usaha Pengolah. 

2) Menyimpan kartu kendali berwarna merah menurut urutan nomor kode. 
3) Meny~mpaikan kartu kendali berwarna kuning kepada penyimpan. 
4) Meny1mpan surat dan kartu kendali berwarna merah. 

2. Pengurutan naskah dlnas kel 
naskah yang akan dlklrlm dllak~a; ~enganut kebljaksanaan satu plntu, dlmana 

3. Prosedur pengurutan naskah di nak an oleh satu unit kerja; 
nas eluar adalah sebagal berlkut : 

a. Naskah dlnas keluar yan t I h 
dlserahlan kepada tata usagh e a dltanda tanganl oleh yang berwewenang 

a pengolah. 
b, Tata Usaha Pengolah mempunyal t . 

1) Mencatat dalam kart k d ugas · 
Kartu kendali sur u en all rangkap 3 (tlga) putih, kuning dan merah. 
putih, kuning dan a~~~!~~r terdlri darl 3 (tiga) rangkap dan 3 (tlga) warna 
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1. Kalsifikasi kearsipan Pemerintah Kota Magelang merupakan klasiflkasi yang 
disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan 
tugas dari semua satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kota 
Magelang, yaitu menyelenggarakan sebagai tugas umum pemerintah dan 
pembangunan dibidang pemerintah umum dan otonomi daerah, ideologi, politik, 
pembangunan desa dan agraria, diberi kode angka arab, diperinci secara 
decima, dengan mempergunakan TIGA ANGKA DASAR, dilengkapi dengan kode 

pembantu. 

2. Pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip 
perkembangan dari umum ke khusus dalam hubungan masalah, dengan 3 
perincian dasar, masing-masing rincian pertama, rincian kedua dan rincian 

ketiga sebagai pola dasar. 

3. sesuai dengan sifat desimal arslp dikelomp~kan dala~ 10 pokok_ masalah, diberi 
kode ooo s/d 900. Dari 10 pokok masalah ml terleblh dahulu dlbedakan antara 
tugas substantip {pokok) dan tugas fasllitatip (penunjang). 

4. Angka 100 s/d 600 merupakan kode tugas-tugas substantlp, sedangkan angka 
000 700 BOO dan 900 merupakan kode tugas fasilltatip. 
Kod~ ooo menampung masalah- masalah fasllltatlp diluar masalah pengawasan, 

kepegawaian dan keuangan. 

II. BENTUK DAN SUSUNAN 

Meng_;ng~t f~ngsi arsip sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas 
pokok bag1 p1r,:1pman, . penyusunan pola klasiflkasi, diarahkan dalam rangka 
kegunaanya ~a.91 ke~ent1ngan petugas arsip maupun pimpinan yang memakainya. 
Denga~ dem1k1_an dimaksudkan pengetrapan tata kearsipan pola baru sebagai 
penunJan.g peninqkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan 
mencapai sasarannya. 

Tujuan kearsipan antara lain lal 
cepatnya dan setepat-tepatnya k d ah menyedlakan data darl lnformasl secepat- 
tersebut diperlukan sistlm penge ~P~ a yang memerlukan. Untuk mencapal tujuan 
dengan menciptakan sistem peng: ad 81~ arslp yang berdaya guna dan berhasil guna, 

n a an masalah yang terkandung didalam arsip. 

Salah satu sub slstlm d 
mengklasifikasikan arsip artinya m r1 hkslstlm pengendallan dimaksud ialah 
dan mengelompokan atas dasa em sa an arslp atas dasar perbedaan yang ada 
penataan arsip secara sistemat~s pde;sa~a:tf yang ada yang merupakan dasar untuk 
arsip sehin a I .. n_ e e 1 , agar memudahkan penemuan kembali 
dengan tep9a~ d:; ::;;tn penvajren informasl kepada pimpinan dapat dilaksanakan 

I 

J. PENDAHULUAN 

POLA kLASIFil<ASI PEMERINTAH KOTA MAGELANG 

LAMPIRAN II . 'PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 
NOMOR : I ? 1.ArttJAI .a.(XJ6 
TANGGAL : &l.1 J( 1Vl 1 :L COG 
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. si terlebih dahulu harus memahami perincian 
1. Untuk memahami pola klas1fika 

pertama, kedue dan ketiga. mi hubungan antara '!'asal~h d~ng~n anak 
Selanjutnya perlu memaha matikan efek dan prins,p berJenJang. 
masalahnya pada ~ola dengan ;:~:lah pada perincian pertama, merupakan 
Tiap kode, kecuall kode pok_o kode atasannya. Untuk ~edapatkan gamba':'~ 
b · d rl sub ordinat dan 2 harus diketahu1 bahwa masalah int 

ag1an a I asalah 41 
yang benar tentang. m 
merupakan bagian da.n !Otikan kekhususan kelas ooo. 
Disamping itu perlu dipe a 

III. CARA PENGGUNAAN 

Perencanaan 
Penelitian 
Pendidikan 
Laporan 
Panitia 
seminar, Lokakarya, Workshop 
Statistic Peraturan Perundang-undangan 
Tidak dipakai 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

6. Kode pembantu merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang 
merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya, 
ditambahkan dibelakang tiap kode yang memerlukan rincian lebih lanjut, untuk 
dapat memberikan dimensi extra pada arsip. 

Kode pembantu dimaksud adalah : 

5. K_ode a_dala.h a~at untuk mengenali masalah yang dikandung dalam arsip, dan 
dlsamplnq itu juqa sebagai alat penentu, dimana letak arsip itu dalam urutan 
hubungan masalahnya pada susunan seluruh arsip dalam simpanan. Kode ini 
juga menunjukan adanya urutan sistematis dari masalah- masalah arsip dan 
kartu- kartu kendali dalam file. 

Umum 
Pemerintahan 
Politik 
Keamanan I ketertiban 
Kesejahteraan Rakyat 
Perekonomian 
Pekerjaan Umum dan Ketenagaan 
Pengawasan 
Kepegawaian 
Keuangan 

Disamping itu ju . k h ga d1tamp eruma - tanggaan ung masalah- 
tidak dapat dlm~ssepertf protokol, urusan ~:salah yang berkaltan dengan 
dinasperalatan La b ukkan dalam kelompok laT'· dan masalah-masalah yang 
sebagalnya. , m ang Negara atau Daerah t a~nnya, sepertl perjalanan 
Dengan demikl ' an a - tanda kehormatan dan 

I an angka sepuluh 
se uruh kegiatan pelaksanaan t pokok .masalah tersebut telah ugas Pemenntah Kota Magelang. menampung 

Sepuluh kolompok I masa ah tersebut adalah sebagai berikut : 

000 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
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6. Menyusun Kode 
Untuk memperoleh kode yang lebih spesifik, kode-kode masalah yang satu 
dapat digabungkan dengan kode-kode masalah yang lain. cara penggabungan 
ini dapat dilihat, contohnya pada kode 050 dan 700. 
Perencanaan maupun provek pembangunan dapat meliputl semua bidang 
kegiatan, oleh karena itu untuk memperoleh kode yang terpertncl, maka kode 
050 dapat dlsambungkan dengan seluruh per'lnclan kode dalam pola dart ooo 
s.d 900. Begltu juga pengawasaan (700) yang mellputl bldang apapun, dapat 
dlgabungkan dengan perinclan kode dalam pola. 

7. Apabila pada kode ada petunjuk • tambahan perinclan • berartl harus 
menambahkan kode dari pola yang satu pada kode-kode pola yang lain. 

8. Ada beberapa masalah yang dapat diklasifikaslkan dengan dua macam kode, 
dan dua kode yang ber1alnan ltu jlka sama-sama benar. 

Contoh: a. Peraturan Peme(lntah tentang Penslun, blsa dlklaslflkaslkan dengan kode 
188 Peraturan Pemer1ntah, atau 882 Peraturan tentang Penslun. 
Masalah pemberhentian dengan penslun ( 882 ), dltambah dengan kode 
pembantu untuk Peraturan Perundang-undangan (08) 

b. Penelltlan penghasllan pamong desa, dapat dlklaslflkaslkan 070 
(Penelltlan) atau 142.02 ( penelltlan penghasllan pamong desa). 
Ma.alahnya penghasllan pamong desa { 142 ) dltambah dengan kode 
pembantu untuk penelltlan ( 02 ). 

4. Pemberlan kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih terperlnci. 

5. Kode Pembantu . 
K~de pembantu merupakan kode pelengkap yang t1dak dapat d1pakai , t.etapi 
d~tambahkan kode yang memer1ukan kode lebih fanjut. oengan 
dltembehkannve kode pembantu, maka k.ode dapat member1kan dimensi ekstra 
pada arsip. 

3. Banyak surat yang mengandun I b 
dapat merupakan masalah yangg; 11h iar1 saw ma•a(ah. Masafat,,.rna.alah ,w 
yang saflng berkaltan Oalam rp ~ satu sarna la,n atau matalah·ma~lah 
memllih masalah yang 'akan dlte:~ adapl h~I demlklan, haru, ~.flati 
Masalah yang diplflh haruslah n menjad1 masalah pokok. 
benar bahwa masalah itu yaJ:nagi~"~l beratk ~v.anannya, dan harus d'yaklnl 
arsip. 1 cernu '2!;;an dalam penemuan kembafl 

400: K I i h 410 ,a n,an n,lty ( 4 : P mbangunnn O " P nnr.11sn lJt;,m11 J 
12: P r konomlan 011."11 (P~r1nr.11Jn v,pfo1,' 

2. Untuk dap•t 
6" 

(P rlnwm V'tfl{l1JJ 
.. m ngklatlflk 

haruslah dlpahaml b nar a lkan urat d'=nQIJn ltr;d 

U
matnak masalah ltu di aJlkan masalnh ynng dllt~ndun~n1/'lr1 ~ 

n u menentukan · ' ,.... "1' 
Prlnsl " ma alah dalam 6 
hubuigans~Yr!t d yang dlcantumkan u~fba~f:: ~l~lu mul'J~h , PIHJa umumrt/a • 

engan ma alah at.-3,; wrat memano ad~ 
merupakan petunjuk yang kuran s~~a ' tl:tepl hmJp lt;JII .. Ptrih~f • t,.,rut,ut 
Oleh karena ftu untuk g \,O;pa • 
memah I mcnentukan ltode am masalah yang dlkand yang repat, han.11 rMmt,3(3 d3n 
penemuan kemball surat banyak unt ~r'am urst. Harus eelalu dilngat, tn,tr11a 
kode. se a tcrgantung pada ~pat.an pembag',an 

Contoh 
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130 : SEKRETARIAT DPRD 

Baglan Perekonomlan 
Baglan umum 
Baglan Keuangan 
Baglan Kesejahteraan Rakyat 

121 
122 
123 
124 

120 

100: SEKRETARIAT DAERAH 

110 : ASSISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

111 Baglan Tata Pemerlntahan 
112 Baglan Hukum 
113 Baglan Organlsasl 

: ASSISTEN ADMINISTRASI EKONOMI, KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

11. Kode Komponen 
Untuk mengetahul komponen yang menanganl masalah diperlukan kode 
komponen. Kode komponen adalah tanda pengenal komponen yang dinyatakan 
dengan angka dltempatkan di belakang nomor urut. 

Kode komponen tersebut sebagal berlkut : 

Jadl dalam lndeks kaltan letak kode ada di belakang masalah, sedangkan 
dalam pola klaslflkasl ada di depannya. 
Indeks kaftan dlmaksud untuk memudahkan mencarl masalah dalam arsip. 

Tunjuk llong 
Jlkn dljumpol urat ynnn m d 
m rn oun 111 tok • ng1rn ung dun ma nlah can mHr,lah terubut 
m m6uer knr tu f :ejn kyn;il g omc bcrntnya mnka dapnt dlata I dengan Jalan 

n u ting· Surrit t r but dlkla ltlka Ivan dengan dua kode. 
ls tju kkod11 dll I ken pode ker tu k ndnll den atu kod lagl dllslkan pada kartu un u nng. · 
O ngan dcmlklen make pen rnuen komball surat dlmak ud dapat dllakukan 
derl due ereh, 
Surat t nteng : 
II 

Per awehen untuk transmlgresl" dapat dlbcrl kodc 521 (tanarnan pangan ) 
dcngen tunjuk slleng : 475 ( transmlgrasl ) atau seballknya. Perlu diperhatikan 
bahwa pcnggunaan tunjuk sllang tcrbatas paoa masereh-masatan yang 
mcmang sangat pentlng. 

10. Indeks Kaltan 
Untuk memudahkan menelusurl kode-kode dlsusun lndeks kaltan. Indeks 
kaltan lnl terdlrl darl hlmpunan narna-nam masalah dan kaltannya yang 
terdapat dalam pola klaslflkasl yang dlsusun dalam urutan abjad dengan diikutl 
kodenya. 

K( Clllll ( I h p nuklt1 lrlkt, '"" I 
111,11111>{ r lkh11 I<, Ir lun Mri Ph /'1 i.11rn11 r11rr11 h, nri,, C.1J111 lnl dlmnk u<Jk1rn untult 
clllol 11l<nn cir nonn , "'" ,w / ''i p, 1111' n1111 bt r la, . 11111, p, n,,t 1tnn btJrla, avtJn 
a,trrn t nHrn k ylntori Pt ,\~1ui°'npokkrin rnw, Jt nl,i P rt1tur11n Pt rn rlnt8h, 
p nilmnt11, t tnpl llkn P nnl nn, rnnlrn nr Ip <llltlnoltllttt lvnn tMPIJ l'-nd'! 
m kn ynng dlkln lflkt\ lk nrtn ht' kn cl1111k1ll<11n b, r<Ja arvan mal'li,lahnya, 
p mbnmu, "" ollnlnh mn nlnhrry11 dllnrnbtth d ng11n kQdf! 
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: SD KAAMAT I 
: SD KRAMAT 2 
: SD KAAMAT 3 
: SD KRAMAT • 
: SD KRAMAT S 
: SD Kedungsari 1 
: SO Kedungsari 2 
: SD Kedungsan 3 
: SD Kedungsari 4 
: SO Kedungsari S 
: SD Wates 1 
: SD Wates 2 
: SD Wates 3 
: SD Wates• 
: SD Wates 5 
: SO Gelangan 1 
: SO Ge(angan 2 
: SD Gela,.,, 3 

231.1(.I 
231J(.2 
231J(.3 
231.1(.4 
231.K.5 
231.Kd. 1 
231.l(d. 2 
231.Kd. 3 
231.Kd. 4 
231.Kd. 5 
231.W. 1 
231.W. 2 
231.W. 3 
231.W, 4 
231.W. 5 
231.G. 1 
231.G. 2 
231.G. 3 

231: CABANG OINAS PENDIDIKAN MAGEl..ANG UTARA 

SMU Negerl 1 
SMU Negert 2 
SMU Negeri 3 
SMU Negeri 4 
SMU Negeri 5 
SMK Negeri 1 
SMK Negeri 2 
SMK Negeri 3 
SL TP Negeri 1 
SL TP Negeri 2 
SLTP Negeri 3 
SL TP Negeri 4 
SL TP Negeri 5 
SL TP Negeri 6 
SL TP Negeri 7 
SL TP Negeri 8 
SL TP Negeri 9 
SL TP Negeri 10 
SL TP Negeri 11 
SLTP Negeri 12 
SL TP Negeri 13 

230.SMU 1 
230.SMU 2 
230.SMU 3 
230.SMU 4 
230.SMU 5 
230.SMK 1 
230.SMK 2 
230.SMK 3 
230.SLTP 01: 
230.SLTP 02: 
230.SL TP 03 : 
230.SLTP 04: 
230.SL TP OS : 
230.SLTP 06: 
230.SL TP 07 : 
230.SLTP 08: 
230.SL TP 09 : 
230.SL TP 10 : 
230.SL TP 11 : 
230.SLTP 12: 
230.SLTP 13: 

230 : OINAS PENDIDIKAN 

Pu1k m11 Mag lang Utare 
Pu1k 1m11 Botton 
Pu1kesm11 Mag lang Seletan 
Puskesm11 Kerkopan 
Puskesmas Jurengombo 
ln1talasl Farmasl 
Leboretorlum Kesehatan 

221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 

200 t DINAI DAIIIAH 

210 : OJ NAS P RK RJAAN UMUM 

220 : DINA KESEHATAN 
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aalai aenih Ikan 
Balai aenlh Holtikultura 
Rumah Pemotongan Hewan 

: SD Cacaban 1 
: SD Cacaban 3 
: SD Cacaban 4 
: SD Cacaban 5 
: SD Cacaban 6 
: SD Kemirirejo 1 
: SD Kemirirejo 2 
: SD Kemirirejo 3 
: SD Rejowinangun Selatan 1 
: SD Rejowinangun Selatan 2 
: SD Rejowinangun Selatan 3 
: SD Rejowinangun Selatan 4 
: SD Rejowinangun Selatan 5 
: SD Rejowinangun Utara 1 
: SD Rejowinangun Utara 2 
: SD Rejowinangun Utara 3 
: SD Rejowinangun Utara 4 
: SD Rejowinangun Utara 5 
: SD Rejowinangun Utara 6 
: SD Magersari 1 
: SD Magersari 2 
: SD Magersari 3 
: SD Tidar 1 
: SD Tidar 3 
: SD Tidar 4 
: SD Tidar 5 
: SD Tidar 6 
: SD Tidar 7 
: SD Jurangombo 1 
: SD Jurangombo 2 
: SD Jurangombo 4 
: SD Jurangombo 5 

241 
242 
243 

240 : DINAS PERTANIAN 

PERPUSTAKAAN 

: SO Gelangan 4 
: SO Gclangan 5 
: SO Golangan 6 
: SO Golangan 7 
: SO Potrobangsan 1 
. SD Potrobangsan 2 
: SD Potrobangsan 3 
: SD Potrobangsan 4 
: SD Magelang 2 
: SD Magelang 3 
: SD Magelang 4 
: SD Magelang s 
: SD Magelang 6 
: SD Magelang 7 
: SD Luar Blasa Negerl 

CABANG DINAS PENDIDIKAN MAGELANG SELATAN 

232.C.1 
232.C.3 
232.C.4 
232.C.5 
232.C.6 
232.Km. 1 
232.Km. 2 
232.Km. 3 
232.R.s. 1 
232.R.s. 2 
232.R.s. 3 
232.R.s. 4 
232.R.s. 5 
232.R.u. 1 
232.R.u. 2 
232.R.u. 3 
232.R.u. 4 
232.R.u. 5 
232.R.u. 6 
232.Mg. 1 
232.Mg. 2 
232.Mg. 3 
232.T. 1 
232.T. 3 
232.T. 4 
232.T. 5 
232.T. 6 
232.T. 7 
232.J, 1 
232.J, 2 
232.J, 4 
232.J, 5 

231.G. 4 
231.G. 5 
231.G. 6 
231.G. 7 
231.P. 1 
231.P. 2 
231.P. 3 
231.P. 4 
231.M. 2 
231.M. 3 
231.M. 4 
231.M. S 
231.M. 6 
231.M. 7 
231.LB 

233: 

232: 
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310 : BADAN PERENCANAAN 

320 : BADAN PENGAWASAN 

330 : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

340 : BADAN PELAYANAN KESEHATAN RSU TIDAR 

400: KANTOR 

410 : KANTOR INFORMASI DAN KEHUMASAN 

420 : KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

430 : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

440 : KANTOR SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA 

450 : KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK dan ARSIP 

460 : KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL 

470 : KANTOR KEBUDAYAAN dan PARIWISATA 

480 : KANTOR PELAYANAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 

490 : KANTOR KELUARGA BERENCANA dan KELUARGA SEJAHTERA 

: DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN d 291 an KEKAYAAN DAERAH 
' UPT 292 . UPTg Pelayanan Satu Atap 

293 UPTD Pasar Gotong Royong 
294 Pasar Kebonpolo 
295 ~:;g Pasar Rejowlna'ngun 
296 _ Pasar Cacaban dan lain-lain 

297 

298 : DINAS KEPENDUDUKAN dan CATATAN SIPIL 

299 : DINAS PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP 

300: BAD AN 

290 

270 : DINAS TENAGA KERJA d an TRANSMIG 
280 : DINAS PERHUBUNGAN RASI 

260 

Laboratorlum 
Ketahanan Pa Kcsehatan Hewan 

: DINAS PERINDUSTRJA ngan 
N PERDAGAN 

: DINAS PERTANAHAN GAN & PENANAMAN MODAL 

250 

244 
245 
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H. FAHRIYANTO 

WALIKOTA MAGELANG 
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Kelurahan Cacaban 
Kelurahan Kemlrlrejo 
Kelurahan Jurangombo 
Kelurahan Magersarl 
Kelurahan Rejowlnangun Selatan 
Kelurahan Rejowinangun Utara 
Kelurahan Tidar 

521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 

520 : KECAMATAN MAGELANG SELATAN 

Kelurahan Potrobangsan 
Kelurahan Magelang 
Kelurahan Panjang 
Kelurahan Gelangan 

Kclurahan Kramat 
Kelurehan Kedungsarl 
Kelurahan Wates 

514 
515 
516 
517 

511 
512 
513 

Sl O : KECAMATAN MAGELANG UTARA 

500 = Kl!CAMATAN 


